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Penelitian ini dilatar belakangi oleh negara Indonesia yang menganut negara
demokrasi, dan salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum.
Pemilihan Umum merupakan suatu rangkaian tahapan formal dalam memilih
seseorang untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan publik. Tahapan dalam
pemilu salah satunya yaitu tahapan perkenalan dan juga sosialisasi terkait visi, misi,
serta program-program dari para peserta pemilu yaitu dengan kampanye yang
antara lain dapat dilakukan dengan metode mengumpulkan massa, melakukan
pertemuan secara terbatas, melalui iklan di media sosial atau memasang alat peraga
kampanye di tempat umum guna menarik dan meyakinkan para pemilih. Jadwal
pemasangan alat peraga kampanye sudah diatur sedemikian rupa oleh KPU dalam
PKPU No. 15 Tahun 2023 yaitu 25 hari setelah ditetapkannya daftar calon tetap
DPR, DPD, DPRD PROV, dan DPRD KAB. Akan tetapi banyak dari oknum peserta
pemilu atau caleg tersebut memasang alat peraga kampanye sebelum jadwalnya
bahkan sebelum ditetapkannya daftar calon tetap. Dengan demikian perlu adanya
tindakan tegas dari pengawas pemilu terkait pelanggaran pemasangan alat peraga
kampanye sebelum jadwal masa kampanye.

Dalam penelitian ini mencakup beberapa rumusan masalah diantaranya: 1).
Bagaimana Pengaturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Indonesia, 2).
Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Penindakan Pelanggaran Pemasangan Alat
Peraga Kampanye di luar Masa Kampanye.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
studi kasus dengan lokasi penelitian di Kantor Bawaslu Tulungagung.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam,
observasi partisipan, yang dilakukann kepada sumber data melalui 3 unsur yaitu:
Person, Pleace, Paper.

Adapun hasil peneitian ini bahwa 1). Pemasangan Alat Peraga Kampanye
(APK) di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan diantara lain Pertama Undang
Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kedua, PKPU No. 15 Tahun
2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, ketiga, Peraturan Bawaslu No. 11
Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilithan Umum. 2). Bawaslu Tulungagung dalam
tindakan penegakkan menggunakan 2 Tahap dalam mekanisme sanksi, yakni
dengan menggunakan penerbitan SarPer (saran perbaikan) kemudian dalam batas
waktu tertentu, bilamana tidak ditindak lanjuti maka akan digolongkan sebagai
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pelanggaran. Kemudian tahap kedua ialah register dugaan pelanggaran berdasarkan
temuan penelitian. Dan terakhir adalah penyelesaian dari pelanggaran berupa
putusan, hal ini menunjukkan peneggakan dari Bawaslu Tulungagung terlah
berjalan dengan baik dalam mekanismenya. Penerapan sanksi tersebut telah
diterapkan oleh Bawaslu Tulungagung sebagaimana hasil wawancara dengan pihak
Bawaslu dan Anggota Partai politik lainnya. Ternyata adanya sanksi secara
administratif tersebut nampaknya tidak memberikan efek jera pada partai politk,
mengingat kampanye adalah sebuah media partai politik untuk memperkenalkan
eksistensinya kepada masyarakat agar dikenal.
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ABSTRACT

Thesis. "Law Enforcement Against Violations of Installation of Campaign
Props Outside the Campaign Period in the 2024 Election (Case Study at
Bawaslu Tulungagung Regency)" is written by Muhammad Dandi Ar Roshid,
Constitutional Law Study Program, NIM. 126103202156 in 2024 guided by
Muksin M.H.

Keywords: Law Enforcement, Sanctions, Campaign Props, 2024 Elections,
Bawaslu Tulungagung.

This research is based on the background of Indonesia, which is a
democratic country, and one of the characteristics of a democratic country is the
existence of general elections. General elections are a series of formal stages in
electing someone to hold a position in public government. One of the stages in
the election is the stage of introduction and also socialization related to the vision,
mission, and programs of the election participants, namely by campaigning
which, among others, can be done by gathering the masses, conducting limited
meetings, through advertisements on social media or installing campaign props
in public places to attract and convince voters. The schedule for installing
campaign props has been set in such a way by the KPU in PKPU No. 15 of 2023,
which is 25 days after the determination of the permanent candidate list for DPR,
DPD, DPRD PROV, and DPRD KAB. However, many of the unscrupulous
election participants or candidates install campaign props before the schedule
even before the determination of the permanent candidate list. Thus, it is
necessary to take firm action from election supervisors regarding violations of
installing campaign props before the campaign period schedule.

This research includes several problem formulations such as: 1). How is
the Regulation of the Installation of Campaign Props in Indonesia, 2). How
is Law Enforcement against Enforcement of Violations of the Installation of
Campaign Props outside the Campaign Period,

This research uses a qualitative approach with the type of case study
with the research location at the Tulungagung Bawaslu Office. Data collection in
this study used in-depth interviews, participant observation, which was
conducted to data sources through 3 elements, namely: Person, Pleace, Paper.

The results of this research are that 1). The installation of Campaign Props
(APK) in Indonesia is regulated in various regulations including Law No. 7 of 2017
concerning General Elections, second, PKPU No. 15 of 2023 concerning General
Election Campaigns, third, Bawaslu Regulation No. 15 of 2023 concerning
Supervision of General Election Campaigns.. 2). Bawaslu Tulungagung in the
enforcement action uses 2 stages in the sanction mechanism, namely by using the
issuance of SarPer (suggestions for improvement) then within a certain time limit,
if it is not followed up it will be classified as a violation. Then the second stage is
the register of alleged violations based on research findings. And finally is the
resolution of the violation in the form of a decision, this shows that the enforcement
of the Tulungagung Bawaslu has run well in its mechanism. The application of these
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sanctions has been implemented by Bawaslu Tulungagung as stated in the results
of interviews with Bawaslu and other political party members. It turns out that the
administrative sanctions do not seem to have a deterrent effect on political parties,
considering that the campaign is a medium for political parties to introduce
their existence to the public to be recognized.
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